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BAB II
ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG TRANSAKSI DIGITAL DAN PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN DIGITAL CASH

A. Dasar Hukum Mengenai Transaksi Digital 

1. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat pada pasal 1457 BW yang menentukan “ jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga “.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “ jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua
. Wolmar sebagaimana dikutip oleh suryodiningrat mengatakan” jual beli pihak yang satu penjual (Vercopen) mengikat diri pada pihak lain pembeli (Loper) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang
.

Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara openbar/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekuntorial atau yang disebut excutoriale vercoop penjualan eksekuntorial harus dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang. Akan tetapi cara dan bentuk penjualan eksekuntorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjulan demikian harus memerlukan putusan pengadilan, karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehar-hari, adalah jual beli dari tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual beli nya pun terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang penyerahan yuridis di samping penyerahan  nyata.

b. Hak Dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pembeli
:

1) Kewajiban Penjual

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari pasal 1427 BW yaitu “ jika pada saat penjualan, barang yang di jual sama sekali tidak musnah maka pembelian adalah batal”, memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum penjual yang di bebani kewajiban untuk menyerahkan barang di tinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur, akan tetapi rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat di banding dengan pembeli yang lebih lemah jadi penafsiran yang membebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbare-orde).

Ketentuan pasal 1473 BW tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat di jumpai pada pasal berikutnya yaitu pasal 1474 BW. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

a) kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,

b) kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.
Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan yang  di jual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering) di samping penyerahan nyata (eitel jke levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 BW), misalnya penjualan rumah atau tanah, penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (overschijving)  dari nama penjual kepada nama pembeli umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak, lain halnya dengan benda-benda bergerak, penyerahan sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (pasal 612 BW).

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam pasal 1874 BW, yang berbunyi “biaya penyerahan di pikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah di perjanjikan sebaliknya “ 

a) ongkos barang penyerahan di tanggung oleh si penjual

b) biaya untuk datang mengambil di tanggung oleh si pembeli.
Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain, diluar ketentuan diatas, karena pasal 1476 BW tadi berlaku sepanjang  pihak penjual dan pembeli tidak menentukan lain. pada prakteknya sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan, jika demikian halnya, sedikit banyak pembelian akan lebih tinggi dan jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan.

Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana, ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu (bepaalde zaak). bagi jual beli barang-barang diluar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan pasal 1393 ayat (2) BW penyerahan di lakukan ditempat kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagai mana adanya pada saat persetujuan dilakukan, serta saat mulai terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 BW) berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”. Atas resiko yang demikian tentu pantas untuk mensejajarkan dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan karena itu semua hasil dan buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik. 

2) Kewajiban Pembeli
Adapun kewajiban pembeli adalah Kewajiban membayar harga (pasal 1513 BW) yang berbunyi “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan “kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 BW sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu sangat beralasan sekali, menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan “ perbuatan melawan hukum “ (onrechtmatig).
3) Tempat pembayaran 

Tempat saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam perjanjian barulah dijadikan pedoman prinsip umum diatas. Pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :

a) Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik di lakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli

b) Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1429 BW, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus di lakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjual. Sesuatu hal yang barang kali dikejar oleh ketentuan pasal 1514 BW, dimana pembayaran harus dilakukan ditempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli terjadi bersamaan dalam waktu yang sama sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak ditempat dan saat yang sama.

4) Hak menunda pembayaran

Hak menangguhkan/menunda terjadi sebagai akibat gangguan (stornis) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak penundaan sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk perlindungan pembeli atas kesewenang-wenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Kalau yang mengalami gangguan sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa ini tidak ada diatur di dalam pasal 1516 BW. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat pergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada pasal 1500 BW yang berbunyi :

 “Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungannya dengan keseluruhan adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya“ 
Dengan demikian jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan keseluruhanya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat membatalkan pembeliannya. Apabila yang terganggu hanya sebagian saja pembeli dapat memilih :

a) Menuntut pembatalan jual beli

b) Jual beli jalan terus dan menagguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga bagian yang terganggu saja.

Atas kebijaksaan mempergunakan anlogi pasal 1500 BW tersebut, dengan sendiri dia telah dapat diatasi permasalahan penanggulangan pembayaran atas gangguan yang terjadi atas sebagian barang, yakni jual beli dapat dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sebesar harga bagian barang yang terganggu, selebihnya dapat dilunasi pembeli.

Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran, maka menurut pasal 1517 BW, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan 1267 BW. Sebenarnya pasal 1517 ini sudah agak berlebihan sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit, sebab keingkaran melakukan pembayaran telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai (moral). Sedangkan keadaan lalai itu adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam wanprestasi. Apabila objek jual belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya) jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si pembeli untuk mengambil barang  dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut wanprestasi zonder rechtelijke toessennkomst  (Pasal 1518 BW).
c. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli 

Objek jual beli terdiri dari barang tertentu (een zeker en hepaalde-zaak) jika objek jual beli terdiri dari barang tertentu, resiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak terjadinya persetujuan pembelian, sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah (Pasal 1460 BW) Dari ketentuan pasal 1460 BW, jual beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung, resiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak di levering lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga, hanya saja ketentuan pasal 1460 BW diatas adalah hukum yang mengatur, bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik seperti pada jual beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya, prestasi lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang di jual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga. Adalah lebih baik untuk menentukan resiko dalam jual beli barang tersebut, tetap berada pada pihak penjual, selama barang belum diserahkan pada pembeli, paling tidak resiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga barang yang musnah. Bagaimana dapat diterima akal,  jika tetap ada kewajiban membayar yang telah musnah nilainya, apalagi jika ketentuan pasal 1460 BW tersebut dihubungkan dengan pasal 1237 BW, yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menangguhkan kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut, akan tetapi oleh karena pasal 1460 BW merupakan lex spesialis ketentuan pasal 1327 BW sebagai lex generalis, dengan sendirinya tersingkir.
d. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli
Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli, melainkan yang terjadi tukar menukar. Sifat konsensuil dari jual beli tersebut dapat dilihat pada pasal 1458 kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum di bayar“. Jadi dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian kosensuil dan sering juga di sebut perjanjian obligator.

Pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahirnya hak dan kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan tersebut, sebenarnya belum, pembeli baru menjadi atas pemilik atas barang setelah diadakannya penyerahan. Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu di perhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak, kalau barang bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata saja, atau penyerahan dari tangan ke tangan saja, yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang.

Penyerahan ini dilakukan berdasarkan pasal 612, 613 dan 616 BW, ini sudah ditegaskan dalam pasal 1459 BW, yang mengatakan “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpidah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 BW. Pasal 616 BW berbunyi“ Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak di lakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang telah ditentukan dalam pasal 620 BW
. 

Supaya penyerahan itu sah menurut causal harus dipenuhi dua syarat.

1) Adanya alasan hal yang sah (titel)

Hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan tersebut misalnya, jual beli, pemberian hibah tukar menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.

2) Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu

Orang yang dapat membuat bebas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah tangankan barang itu, atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya, Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahan itu sah.

Dengan demikian agar prinsip perjanjian melalui internet itu dapat terlaksana dengan baik, dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri kontrak dagang elektronik yaitu
 :

1)  Cara berkomunikasi antara kedua belah pihak harus memperhatikan situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (illegal).

2) Garansi vrijwaring 

 Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus di buat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3) Biaya 

Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan risk sharing (pembagian resiko).
4) Pembayaran 

Mengenai cara dan harga pembayaran apakah pembayaran sekaligus kredit ataupun pembayaran dari jumlah tertentu dari tugas yang telah di selesaikan.
5) Kerahasiaan

 Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian. Jadi kalau perjanjiannya tidak sah, seperti yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau tidak ada kata sepakat, menyebabkan alasannya tidak sah, maka penyerahannya tidak sah, juga bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka penyerahannyapun tidak sah, tetapi meskipun orang yang melakukan itu bukan orang yang berwenang (bukan pemiliknya) atau bukan orang yang diberikuasa oleh pemiliknya, maka penyerahnya itu adalah sah, ini sebagai pengecualian, (lihat pasal 1977 BW) dan mengenai hal pengecualian ini yang dibenarkannya hanya bila penyerahannya mengandung unsur dagang dan unsur itikat baik, maksudnya dalam perjanjian jual beli (ini unsur perdagangannya), terdapat pula unsur itikad baiknya, artinya orang yang membeli itu tidak mengerti bahwa yang menjual itu bukan pemiliknya, Dengan demikian penyerahan itu tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya, asalkan memenuhi kedua unsur tersebut.
2. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia …”

merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru. 

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW jo 1320 BW jo Pasal 18 UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa Internet.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Selanjutnya Pasal 17 UU ITE Ayat (1) menyatakan bahwa “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Dan seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional. Pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan “para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Selain itu para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui  metode penyelesaian sengketa alternatif.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 18 ayat (3) UU ITE menyebutkan “jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam hukum perdata 33 internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa ”para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. 

Pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU ITE bahwa “pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik”. Dalam ayat (2) angka 1 menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya. Pasal 21 ayat (2) angka 2 UU ITE menyatakan apabila transaksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian kuasa, maka yang bertanggung jawab jatuh kepada pihak yang memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3 UU ITE.

Pasal 21 ayat (3) UU ITE menyatakan “apabila kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik”. Pasal 21 ayat (4) menyebutkan bahwa “jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan”. Pasal 21 ayat (5) menjelaskan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Pasal 22 UUITE ini juga menjelaskan bahwa agen elektronik berkewajiban untuk memberikan akses bagi penggunanya agar dapat melakukan perubahan informasi selama dalam proses transaksi.

Menurut BW, pada prinsipnya, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun, bila undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat pengecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil, apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal (seperti pendirian PT atau pengalihan hak atas tanah). Hal tersebut dalam e-commerce dapat diterapkan secara analogis, ketentuan dari Buku III tentang Hukum Perikatan. Dalam BW ditentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Sahnya suatu kontrak maka harus dilihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 1320 BW yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan para pihak;

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

c. Suatu hal tertentu; dan

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 BW). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya (Pasal 1347 BW)
.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Khusus untuk perdagangan elektronik, ternyata ada pembagian menjadi sistem perdagangan elektronik yang online dan off-line yakni
:

a. Dengan sistem pembayaran elektronik yang on-line, setiap dilakukan transaksi keabsahan dari pedagang yang melakukannya dapat dipergunakan oleh konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Jadi minimal ada tiga pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran on-line, yakni konsumen, pedagang dan pihak yang melakukan proses otoritas atau otentikasi transaksi. Pada sistem pembayaran on-line, terjadi proses authorize and wait response, yang durasinya relatif singkat.

b. Ada juga sistem pembayaran elektronik off-line. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi off-line, sama halnya dengan uang kontan biasa. Memang pada sistem yang off-line, pedagang dapat menanggung resiko jika sudah menyerahkan dagangannya kepada konsumen dan ternyata hasil otorisasi atau otentikasi membuktikan bahwa pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak sah. Jadi meskipun dapat dilakukan proses pemeriksaan, namun konsumen dan pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi keabsahan transaksi. Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin:

1. Kerahasiaan (confidentiality): data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan

2.
Keutuhan (integrity): data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui suatu saluran komunikasi.

3.
 Keabsahan atau keotentikan (authenticity), meliputi:

a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit Visa dan Mastercard), atau kartu kredit seperti Kualiva dan StandCard misalnya) dan keabsahan keberadaan pedagang itu sendiri.

b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.

4.  
Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudation) catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.

B. Macam-Macam Pembayaran Dalam Transaksi Digital

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Net savvy, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis kecil dan konsumen berpindah profesi menjadi penyedia program pembayaran jasa online yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan roceeding mereka yang sibuk. Pembayaran elektronik/e-payment yang sebelumnya merupakan proses yang beresiko, tindakan yang tidak aman, sekarang sudah menjadi bagian penting dari gaya hidup online web. Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik. Di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui alat pembayaran elektronik.
Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran elektronik dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran elektronik antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.

Pelanggan dan penjual merupakan pemain utama dari sistem pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Penggunaan jaringan elekronik untuk berdagang sudah dimulai sejak awal 1970an dalam sektor finansial. Beberapa aplikasi pertamanya terlibat dalam sistem EFT (Electronics Fund Transfer). EFT merupakan perpindahan uang antara institusi finansial melalui jaringan telekomunikasi. Bahkan mesin ATM, pada mulanya tahun 1980an, juga merupakan bentuk dari pembayaran elektronik; setiap kali para pelanggan menggunakan mesin ATM, melibatkan transaksi yang diproses melalui jaringan komputer (Barnes, Sand Hunt, B. E-commerce & E-Business, Butter Worth, Heinemann, Great Britain. 2001). Pembayaran elektronik meningkatkan efisiensi pembayaran secara drastis dengan mengurangi biaya transaksi dan memperbolehkan perdagangan barang dan jasa dengan nilai yang sangat rendah.
Terdapat beberapa macam tipe pembayaran elektronik, seperti : e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran credit card yang selama ini kita kenal dengan (MOTO). Masing-masing tipe pembayaran mempunyai proses transaksi yang berbeda-beda. Proses pembayaran online adalah pembelian barang atau jasa melalui internet yang biasanya menggunakan kartu kredit. Transaksi finansial diproses secara elektronik dan waktu real time. Proses standar untuk mengimplementasikan proses pembayaran online secara real time adalah:

1.  Mendapatkan rekening si penjual secara online untuk sebuah kartu kredit   tertentu dari sebuah bank.

2.  Memilih jalur pembayaran yang akan memproses informasi kartu kredit.

3.  Mengintegrasikan website kita dengan jalur pembayaran. 

Melalui dokumen ini, istilah "payment processor", dan "payment gateway" akan digunakan bergantian, meskipun payment processors sering mengakibatkan hubungan secara langsung dengan sebuah bank atau institusi finansial. Sistem pembayaran elektronik tradisional yang menggunakan kartu kredit sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan para penggunanya karena faktor keamanannya yang rendah dan transaksi pembelian secara online menggunakan kartu kredit banyak menimbulkan tindak kejahatan cyber seperti : "online fraud", "phising", dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perusahaan kartu kredit (visa, master card) mengeluarkan dua macam transaksi pembayaran yaitu : uang elektronik (e-cash) dan e-wallet. Perkembangan alat transaksi pembayaran elektronik terus berkembang hingga sekarang. Smart Card Proceeding, merupakan alat transaksi pembayaran elektronik yang paling sering digunakan oleh masyarakat Eropa
.

Berikut ini adalah beberapa contoh macam-macam pembayaran dalam transaksi digital :

1. E cash

E-cash merupakan salah satu dari "electronic payment" yang sekarang ini sangat banyak digunakan. E-cash merupakan gambaran dari simbol electronik yang memiliki nilai (bit dan byte) seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. E-cash dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. E-cash biasanya memiliki keterbatasan penerimaan (bergantung seberapa besar publisher market-nya). Dibawah ini beberapa perusahaan yang menerbitkan e-cash:

1.  Digicash  ditemukan oleh team dari veteran industri perangkat lunak    dan anggota dari elite technology units of the Israeli Army.
2.  Mondex ditemukan tahun 1990, Westminster Bank di Inggris sekarang      ini telah terpisah dari mastercard.

3.   Paypal bagian dari perusahaan ebay, diintegrasikan dengan e-bay.

Konsep e-cash 
1. Konsumen membeli e-cash melaui bank

2. Bank mengirim e-cash bits kepada konsumen 

3. Konsumen mengirimkan e-cash kepada penjual

4. Penjual memeriksa kebasahan dari e-cash tersebut kepada bank

5. Bank mengkonfirmasi jika e-cash tersebut masih berlaku

6. Seluruh transaksi selesai, jika penjual memberikan e-cash
.
2. E Gold

E-Gold merupakan uang internet (internet money) yang paling populer setelah Paypal dan diawasi oleh badan keuangan di Amerika & Inggris dan juga didukung oleh Bank-Bank besar dunia di dalam penarikan atau pencairan dana. E-Gold sendiri merupakan salah satu mata uang internet yang nilainya berdasarkan nilai harga emas murni di pasaran dunia, oleh karena itu mata uang ini nilainya bisa berubah-ubah (fluktuasi) mengikuti harga emas dunia. Selain itu E-Gold itu nilai mata uangnya mengikuti pengerakan nilai mata uang US Dollar juga. Kita bisa membeli E-Gold dalam rupiah ketika harganya murah atau US Dollar lagi turun, bila kita mencairkannya tunggu harga US Dollar lagi tinggi. Jadi intinya semakin tinggi nilai tukar mata US Dollar terhadap Rupiah, kita akan semakin untung, karena semua Changer E-Gold rate Jual-Beli mereka juga selalu mengikuti nilai tukar dari US Dollar terhadap Rupiah seperti layaknya bank. 
Sistem pembayaran baru menggunakan digital cash ini, hanya perlu menaruh sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan sendiri misalnya untuk berbelanja di internet. Bila pengguna sebagai seorang merchant, maka dapat mengintegrasikan sistem payment e-gold ini ke dalam website, tentunya dengan biaya yang jauh lebih murah (bahkan bisa dikatakan gratis) dan aman dibandingkan dengan sistem kartu kredit
.

3. T Cash atau Telkomsel Cash
T-Cash adalah layanan mobile wallet di mana ponsel mereka berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang (digital cash) yang siap digunakan untuk bertransaksi secara mudah, cepat, dan aman. Konsumen dapat melakukan pembelian barang, cek saldo, cek transaksi yang pernah dilakukan, bahkan pengambilan tunai. Layanan ini tentunya bisa menjadi katalisator terciptanya less cash society. Saat ini pelanggan Telkomsel, baik yang menggunakan kartu HALO, Simpati ataupun kartu As dapat dengan mudah bertransaksi di gerai Indomaret dengan menggunakan T-Cash. Melalui 1.000 gerai Indomaret di sepanjang Lampung-Jawa-Bali, pelanggan Telkomsel dapat melakukan transaksi digital dengan mudah, aman, dan nyaman
. 

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembayaran Dengan Menggunakan Digital Cash
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang

berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia …”

merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang beri menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila ketentuan termaksud memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 BW yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut
:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal
Menurut Pasal 1457 BW, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik.

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mengenai dasar hukum tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telang mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang mengatur tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang dimaksud dengan Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 

Peraturan Bank Indonesia ini memberikan dasar bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik untuk dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro (Self-Regulation Organization atau SRO), namun aturan yang dikeluarkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini
.
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